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3.1 Pelaksanaan Fintech Peer To Peer Lending
3.1.1 Prinsip dalam Fintech Peer to Peer Lending
1. Mitigasi Risiko

Semakin besar keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha,
semakin besar risiko yang dihadapinya; dan sebaliknya semakin kecil
keuntungan yang diharapkan maka kecil pula risiko yang dihadapinya.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian “risiko” dikemukakan:

“Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan,

membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.”

Secara yuridis pengertian “risiko” dikemukakan dalam Pasal 1
angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu “potensi
kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.”*® Risiko adalah
ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan
dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata
lain risiko merupakan kemungkinan menderita kerugian karena hilangnya
sebagian atau seluruh modal. Risiko sendiri ditimbulkan karena adanya
ketidakpastian. Kita tidak akan melihat masa depan tanpa ketidakpastian,
sebab bila masa depan itu bisa dilihat secara pasti maka risiko tidak ada.
Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Manusia (human uncertainties), misal adanya sifat malas,
tidak jujur, sakit, dan lain sebagainya.

2. Faktor Ekonomis (economic uncertainties), misal karena adanya
perubahan harga, penurunan permintaan, menurunya daya beli,
perubahan tingkat bunga, dan lain sebagainya.

3. Ketidakpastian bisa juga karena Faktor Alam, misalnya banijir,
tanah longsor, gempa bumi, kemarau Panjang, dan lain
sebagainya. Kejadian alam ini bisa diistilahkan sebagai “Act of
good”.

Mitigasi risiko adalah suatu metode logis dan sistematik dalam
identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta
melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap

%6 Rachamdi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta, Sinar
Grafika, 2012, h. 291
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aktivitas atau proses. Manfaat dari mitigasi risiko antara lain diperlukan
untuk:

1. Mendukung pencapaian tujuan.

2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan
peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang
lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan
sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.

4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan
tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus
mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas
terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan
sejalan dengan definisi mitigasi risiko yang telah dikemukakan, yaitu
identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta
melakukan monitor dan pelaporan risiko.>’
Dalam pelaksanaan Peer to peer lending, risiko merupakan suatu hal yang
tidak dapat di hindari. Salah satu risiko yang mungkin saja terjadi adalah
gagal bayar. Dalam memitigasi risiko gagal bayar pihak yang bersangkutan
dapat mengandalkan teknologi machine learning. Dimana seluruh data
aktivitas penyaluran pinjaman perusahaan akan direkam dan dimasukkan ke
dalam machine learning. Semakin banyak data tambahan yang dimasukkan
dalam sistem tersebut, maka semakin baik sistem tersebut dalam melakukan
assesment saat melakukan penyaluran pinjaman. Selain mengandalkan
machine learning, pihak yang bersangkutan juga secara aktif melakukan
pendekatan kepada customer misalnya melalui e-mail atau telepon,
mengingatkan customer untuk melunasi pembayaran.

3. Prinsip Kerahasiaan

Menurut Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang

5 Frianti Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Jakarta, Rineka Cipta,
2012, h. 199-201
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berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya. Prinsip kerahasiaan Nasabah bank diatur dalam Pasal 40
sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam
ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.
Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk
kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan
kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara
(UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam
perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar
menukar informasi antar bank.

Sedangkan untuk Fintech sendiri kerahasiaan nasabah telah diatur
dalam Pasal 26 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi yang menyatakan :

“menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data
transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh
hingga data tersebut dimusnahkan.”

Lalu dalam Pasal 26 butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis
Teknologi Informasi dinyatakan pula :

“Menjamin  bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan
pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang
diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data
pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
sudah secara tegas mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi
pengguna transaksi pinjam meminjam uang online. Data pribadi pengguna
tidak dapat digunakan kepada pihak ketiga kecuali sudah mendapatkan
persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini juga diatur dalam
UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimana
di jelaskan, setiap calon peminjam yang mengunduh platform aplikasi
pinjam meminjam uang berbasis online, akan tampil beberapa pertanyaan
mengenai persetujuan untuk memberikan akses data pribadi. Maka jika
dijawab setuju oleh calon peminjam, maka itu sudah sesuai dengan dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan
penyelenggara Fintech dapat menyalin data pribadi secara legal.%®

3.1.2 Pelaksanaan Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia

1. Penerapan Peer to Peer Lending dalam pinjam meminjam uang
secara online

Peer to Peer adalah adalah suatu teknologi sharing (pemakaian
bersama) resource dan service antara satu komputer dan komputer yang
lain. pengertian yang lebih tepat mengenai peer to peer (P2P) adalah sistem
terkomputerisasi Client-Server dimana suatu komputer berfungsi sebagai
client sekaligus sebagai server, sehingga memungkinkan komunikasi dan
pertukaran resource antara dua komputer secara langsung (real time).*

Peer to Peer Lending adalah praktek atau metodd |memberikan
pinjaman|{iang|kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknyaf|nengajukan

pinjaman [kepada pemberi pinjaman,|yang menghubungkan antara pemberi

pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Peer to Peer
Lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman ataLD
[mengajukan [pinjamar}| yang satu dengan yang lain untuk berbagai
kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah
sebagai perantara.®® Penerapan Peer to Peer Lending dalam pinjam
meminjam uang secara online di bagi menjadi dua pihak . Pihak pertama
adalah sebagai Peminjam dan Pihak kedua adalah sebagai Investor.

Sebagai peminjam, yang perlu di lakukan hanyalah mengunggah semua
dokumen yang dibutuhkan untuk|mengajukan pinjaman secarapnling|{yang
relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen beris|:|
[laporan keuangan| flalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam
pinjaman tersebut.|Permohonan peminjaman|bisa diterima atau pun ditolak,

%8| oc.cit

%9 http:// manusiabiasa830.blogspot.com/ 2010/04/ pengertian-peer-to-peer.html, di
akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul 10:19 WIB
60 https://koinworks.com/blog/ketahultentandtpeettpeettlendingf]|di akses tanggal 3
Oktober 2019. Pukul 10:21 WIB
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tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan ditolak maka
pihak yang bersangkutan harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan
penolakan permohonan tersebut. Kemudian, jika diterimal |Euku bun§a|
[pinjamar] hkan diterapkan dan [pengajuan_pinjamarj[hkan dimasukkan ke
dalam marketplace yang tersedia agar semua pendana bisa melihat
pengajuan pinjaman.

Sebagai Investor, nantinya para Investor memiliki akses untuk
menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah
disediakan. para Investor juga pastinya bisa melihat semua data mengenai
setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam
seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnig|]|
[kesehatan, | atay [pendidikan)| beserta alasannya, dan sebagainya. Jika para
Investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, maka para
Investor bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan
deposit sesuaf [fujuad] |nvestasi mereka. Peminjam akan mencicil dana
pinjamannya setiap bulan dan para Investor akan mendapatkan keuntungan
berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung padaD;uku bunga
pinjamﬂﬂ/ang diinvestasikan.!

2. Pelaksanaan Peer to Peer Lending di Indonesia

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa munculnya
layanan peminjaman uang online jenis peer to peer berawal dari rendahnya
penetrasi kartu kredit di Indonesia. Jadi Layanan peer to peer lending cash
loan mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan
membuka akses bagi mereka yang tidak unbanked, namun layak kredit.
berdasarkan data yang dihimpun dari 18 penyedia layanan kartu kredit,
hanya terdapat sekitar sembilan juta unique holder dari kartu kredit di
seluruh Indonesia. Jumlah ini hanya mencapai hampir enam persen dari
seluruh penduduk berusia dewasa di Indonesia.®? Berdasarkan data tersebut,
layanan peer to peer lending cash loan hadir dengan tujuan mempertemukan
pihak-pihak pemberi pinjaman dengan pihak-pihak yang memerlukan
pinjaman. Tidak hanya itu saja, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) juga
menyebut platform

Fintech lending menawarkan sejumlah added value dalam
layanannya. Added value yang dimaksud antara lain kemudahan dan
kecepatan bagi para peminjam dan kemudahan dalam hal penagihan bagi

81 oc.cit
%2 Data dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) per Agustus 2018
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para pemberi pinjaman karena platform Fintech yang bertanggung jawab
untuk melakukan
penagihan.®

Dalam perkembangan nya di Indonesia, Sampai bulan Desember
2018, sudah ada 78 Fintech Peer to peer Lending yang terdaftar dan diawasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Potensi Peer to peer yang ada di Indonesia
masih ada sekitar 217, dimana sebagian masih proses pendaftaran,
permohonan pendaftaran dikembalikan atau telah berminat mendaftar.
Akumulasi jumlah pinjaman sampai dengan September 2018 adalah sebesar
13,83 T, atau meningkat 439% secara year to date. %

Dengan terus meningkatnya eksistensi Fintech di Indonesia, Fintech
Peer to peer Lending makin di minati oleh orang Indonesia tidak terkecuali
kaum millennial. Salah satu alasan yang membuat Fintech Peer to peer
Lending makin dimintai karena menawarkan proses yang mudah, tidak
harus datang ke kantor atau harus memiliki jaminan, Proses pencairan relatif
lebih cepat, sehingga menjadi alternatif bagi beberapa orang yang sangat
memerlukan dana yang mendesak, dan dapat lebih menjangkau daerah-
daerah yang belum tersentuh lembaga keuangan.®®

Dalam pelaksanaan Fintech di Indonesia pun, perkembangan
Fintech baik dari jumlah Fintech Peer to peer Lending, jumlah pembiayaan
dan jumlah peminjam terus mengalami peningkatan. Menurut data yang ada,
jumlah

Akumulasi Rekening Borrower per September 2018 ialah
meningkat menjadi 785,86 % year to date.®® Namun pada pelaksanaanya,
masih banyak keluhan dari nasabah terutama terkait bunga yang sangat
tinggi dan cara penagihan yang mengganggu privasi nasabah.5’

3.1.3 Risiko dalam Fintech Peer to Peer lending
1. Wanprestasi
Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik
karena undang — undang maupun karena perjanjian. Berdasarkan Pasal
1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “Perikatan

83 [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2018083017262211831826250/awa
[muldThadirnyafpeelHidpeellendindIfilIndonesidl] di akses tanggal 3 Februari 2019. Pukul
11:17 WIB

%4 Data dari Otoritas Jasa Keuangan per September 2018

8 Loc.cit, 4 Januari 2019

% Op.cit, per September 2018

57 Op.cit
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ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk
tidak berbuat sesuatu”
Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;

b. Untuk melakukan sesuatu; dan

C. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
(KUHPer) yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :
“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu
bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Yang pada dasarnya debitur wanprestasi kalau debitur:
a. Terlambat berprestasi;
b. Tidak berprestasi; atau
C. Salah berprestasi.

Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi dalam
penggunaan platform Fintech peer to peer lending ini, salah satu contoh
wanprestasi adalah gagal bayar. Gagal bayar yang disebabkan oleh debitur
itu sendiri bermula dari kurang memadainya regulasi mengenai Fintech
dalam memberikan kepastian hukumnya. terhadap pihak mana yang dapat
menjadi debiturnya, dan kedua tidak adanya objek jaminan dalam
perjanjiannya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi,tidak ditemukan syarat spesifik mengenai persyaratan
pihak yang menjadi debitur. %

Di lain sisi, penyelenggara Fintech berkeinginan untuk memberikan
perlindungan bagi para investor dalam bentuk dana proteksi, yang dalam hal
ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan larangan atas jaminan yang
diberikan oleh si penyelenggara Fintech. Untuk mencegah adanya gagal
bayar yang disebabkan oleh pihak debitur, maka Otoritas Jasa Keuangan

58 |bid, 4 Januari 2019
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(OJK) memberikan kemudahan melalui Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK) kepada para penyelenggara Fintech untuk mengetahui
histori kredit para debiturnya. Dan tidak menutup kemungkinan pula gagal
bayar yang disebabkan pihak penyelenggara dapat menjadi masalah besar.®
2. Kredit Macet

Menurut Pasal 1 angka 11 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan
bahwa “Kredit” adalah “penyediaan wuang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatn pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga”.”® Sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia nomor
31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998, kredit yang digolongkan
macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang

telah melampaui 270 Hari; dan

b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik
perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank
tepat pada waktunya. Di dunia Kkartu kredit, kredit macet
merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit
tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh
tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan, kredit macet lebih
dikenal dengan nama Non-Performing Loan (NPL). Istilah ini
mungkin terdengar asing, tapi sangat penting sekali untuk bank
untuk menjaga NonPerforming Loan (NPL) mereka.

C. (NPL) menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika
NonPerforming Loan (NPL) rendah, maka bank tersebut
terbilang sehat. Jika Non-Performing Loan (NPL) tinggi maka
risiko yang dipikul oleh bank tersebut tinggi. Jika Non-
Performing Loan (NPL) mereka diatas batas yang sudah di
forecast sebelumnya maka bank tersebut bisa dibilang
bermasalah.”

6fhttﬁs://k iklegal.com/pencegahanifanipenanggulangantkehilanganiuangkreditu
dalamisiklugtpeetipeetilendindiailrcl]|di akses tanggal 3 Oktober 2019. Pukul 12:25 WIB
0 Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo dkk, Kebebasan Berkontrak Dalam

Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen, Vol.15, No.1, Juli 2019. h. 49
"1 Data Bank Indonesia per September 2018
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Sama dengan Perbankan dalam Fintech pun ada yang namanya
NonPerforming Loan (NPL), dimana menurut Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) rasio kredit macet Non-Performing Loan (NPL) pada perusahaan
Financial Technologi (Fintech) berbasis peer to peer lending masih tidak
menentu. Sebab angka Non-Performing Loan (NPL) yang ada pada
perusahaan Fintech peer to peer lending masih terus berubah mengikuti
kondisi nasabahnya. saat ini angka Non-Performing Loan (NPL) dari
perusahaan Fintech masih berada di kisaran 1%. Namun tiba-tiba bisa saja
dalam waktunya yang singkat angka Non-Performing Loan (NPL) bisa
berubah menjadi 1,2% atau 1,3%.?

Angka Non-Performing Loan (NPL) diprediksi masih akan bertambah
menyusul akan semakin banyaknya perusahaan Fintech peer to peer lending
yang muncul. Para perusahaan Fintech yang baru sering kali memiliki Non-
Performing Loan (NPL) nya masih tinggi dikarenakan perusahaan tersebut
masih belum memahami mengenai regulasi dan cara kerja dari Fintech.
Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan semua Fintech
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan laporan
secara rutin terkait rasio Kredit Macet atau Non-Performing Loan (NPL)
agar besaran Non-Performing Loan (NPL) para pelaku bisnis ini dapat di
kontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator.
Kredit Macet terjadi karena masih kurang pahamnya masyarakat tentang
aplikasi pinjaman peer to peer lending, misalnya saat install tidak membaca
syarat dan ketentuan yang diterapkan dan karena kemudahannya, ada
beberapa nasabah yang tidak mengukur kemampuan bayarnya sendiri,
kemudian meminjam di beberapa aplikasi sehingga berdampak pada
terjadinya kredit macet itu sendiri. " Kredit macet juga dapat terjadi karena
tidak adanya itikad baik daripada nasabah yang bersangkutan dimana
nasabah bank memang tidak ingin membayar hutangya.

3.1.4 Penagihan dalam Fintech Peer to Peer Lending

Cara penagihan utang yang dilakukan aplikasi pinjaman online ini
dianggap mengganggu masyarakat diantaranya karena dengan cara
mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada

2 Data Otoritas Jasa Keuangan per Agustus 2018

Tthttps://economy.okezone.com/read/2018/10/20/320/1966665/rasid tkrediftmacet|
perusahaanpemberipinjamaniberbasiglFintec isara di akses tanggal 3 Februari
2019. Pukul 13:18 WIB

" Loc.cit, 4 Januari 2019
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pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau
hutang tersebut. Penagihan dilakukan kepada pihak ketiga yang tidak ada
hubungannya sama sekali tersebut dilakukan oleh RupiahPlus setelah
mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak-kontak
tersebut meminta memberitahu kepada nasabah yang memiliki hutang untuk
segera melunasinya. Dalam faktanya kontak yang dihubungi oleh pinjaman
online tidak mengenal nasabah yang dimaksud.

Menurut data LBH Jakarta setidakna ada 1.100 korban soal penagihan
yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat”. Cara
penagihan ini tidak berhenti sampai menghubungi kontak darurat tetapi juga
ditambah dengan ancaman dan pelecehan seksual, lebih lagi penyebaran data
pribadi dari pengguna. Dari 1.100 korban tadi Ada 781 korban yang menerima
pelecehan seksual serta 903 korban dimana penyebaran foto dan informasi
pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjaman.

Seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga
saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan
yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5
UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan”. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a)

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan

di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya.”

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech.
Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan
Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh
OJK.

Pengaturan dan pengawasan  menjadi sangat

penting bagi keberlangsungan fintech yang ada di Indonesia. Hal ini
berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada

® https://www.merdeka.com/uang/ngerinya-cara-tagih-pinjaman-online-ilegal-
hingga-buat-korban-jual-ginjal.html
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pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan
dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran
dan stabilitas ekonomi.

Dalam klausul peminjaman biasanya ada titik panggilan darurat atau
kontak darurat yang dihubungi ketika peminjam tidak dapat dihubungi atau
mengalami masalah keterlambatan. Sebenarnya yang  dilakukan oleh
RupiahPlus untuk mempermudah menjangkau peminjam ketika ada penundaan,
tetapi dalam pelaksanannya pihak RupiahPlus menghubungi mereka yang tidak
ada hubungannya dengan peminjam mengingat kontak tidak selalu teman atau
kerabat.

Pada dasarnya POJK No. 77/2016 tidak mengatur secara khusus terkait
prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (collection) terhadap
pembayaran Pinjaman Utang oleh Penerima Pinjaman. Namun, setiap upaya
penagihan Pinjaman Utang dari Penerima Pinjaman harus turut memperhatikan
dan tunduk pada ketentuan lain yang berlaku.

Pengawasan terhadap fintech ini harus mendapat perhatian yang
khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan
keuangan yang ditawarkan oleh fintech ini bebasis online. Sehingga, setiap
gerak-geriknya memerlukan pengawasan dari sebuah lembaga independen
yakni OJK. Selain itu, rezim pengaturan merupakan salah satu faktor penting
untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum
di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi
industri di sisi lain.

3.2 Data Pribadi Dalam Fintech
3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam
Fintech Peer to Peer Lending.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu
melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan
data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap
individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan
bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau
tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan
terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan
data pribadi seseorang.”

8 Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi
Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor
1, Januari-April 2016, h. 25.
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Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam
Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi....” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan
mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang
dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam
privacy rights setiap orang memilki hak untuk menutup atau merahasiakan
hal-hal yang sifatnya pribadi.”

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal
26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang
ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada
pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya,
apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain,
maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan
perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum,
artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang
menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan
melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap
orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan
datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi
yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan
dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman
online, hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

| Dewa Gede Adi Wiranjaya dan | Gede Putra Ariana,, Perlindungan Hukum
Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol.
4, No. 4, Juni 2016, h. 3.
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Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa
penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data
pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data
diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi
pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam
dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya
perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksakan guna tercapainya
perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf ¢ POJK ini menyatakan bahwa
penyelenggara wajib  “menjamin bahwa perolehan, penggunaan,
pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh
Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi,
dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa
persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi
pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan
apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online
juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi
mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna
atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum untuk konsumen diketahui ada dua
sifat perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif
serta perlindungan hukum yang bersifat represif.”® Berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin
adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi
(preventif). Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam
untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online.
Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat
menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum
non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan).
Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada
pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada
penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya

8 Elsa Mellinda Saputri, Waspiah dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit, Jurnal Hukum Bisnis
Bonum Commune, Vol.2, No.2, Agustus 2019. h. 155
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telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan
setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau
memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan
mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak
hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah
menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga
dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data
pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan
diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa
perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan
layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu
perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data
pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh
pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya
hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan

3.2.2 Kebutuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam
Fintech

Penggunaan teknologi informasi merupakan inti bisnis fintech, dan
dalam penggunaan teknologi informasi, terdapat resiko yang dengan erat
berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi itu sendiri serta telah
terbukti tidak dapat dieliminir.”® Oleh karena itu, DPR selaku badan
legislatif yang berwenang membuat undang-undang maupun pemerintah
perlu segera menerbitkan peraturan perundangundangan mengenai
perlindungan data pribadi (sebagai tolak ukur) bagi penyelenggara jasa,
bukan hanya bagi konsumen.’ Sampai saat ini produk hukum tersebut
masih berupa ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) berupa
rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Peraturan perundang-undangan yang nantinya ada haruslah menjamin
perlindungan data pribadi dari pengguna jasa baik perlindungan data
konvensional maupun data digital pada penggunaan secara offline maupun
penggunaanya pada ruang lingkup cyberspace. Peraturan perundang-
undangan tersebut haruslah memuat sanksi yang jelas bagi pelanggar dan
tidak membuat overlapping dengan ketentuan lain.

Mhttps://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3acc8886}H0bii#ie86}8521}]

1b4445e79ad9| 22 Oktober 2019.
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Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan data
pribadi, perlu diketahu lebih dahulu apa yang dimaksud data pribadi.
Berangkat dari pengertiannya, data pribadi adalah data yang berupa
identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang
bersifat pribadi. Setiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda
antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif
kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga
kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat,
Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan
negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE
menggunakan istilah data pribadi.

Pengertian data pribadi dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1
Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik Data pribadi diartikan sebagai ... data
perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta
dilindungi kerahasiaannya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
data pribadi merupakan data perseorangan tertentu berupa identitas, kode,
simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi
yang dijaga dan dilindungi kerahasiannya.

Maraknya perkembangan industri berbasis teknologi informasi
menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi
miliknya dari berbagai ancaman penyalahgunaan data. Di Indonesia terdapat
kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi.
Hal ini disebabkan karena secara sosiologis, pada mulanya sebagian besar
negara di Asia termasuk Indonesia tidak mengenal privasi. Hal tersebut
didasarkan pada sejarah masyarakat Asia yang secara tradisional hidup
dalam masyarakat komunal yang mana tidak memberi perhatian untuk
privasi. Istilah privasi sebagai hak asasi manusia pada dasarnya memang
berasal dari bangsa Barat (atau bukan dari Indonesia).®’ Privasi kemudian
menjadi penting dalam era teknologi informasi dan komunikasi, sehingga
kebutuhan akan undang-undang mengenai perlindungan privasi dan
perlindungan data pribadi menjadi agenda mendesak.

Kembali lagi ke industri Fintech yang pada dasarnya memanfaatkan
teknologi informasi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk,
layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Bisnis modal baru ini perlu
didukung oleh pemerintah karena sangat menguntungkan untuk peningkatan

80 Naskah Akademik RUU PDP h. 126.
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ekomoni Indonesia baik dari segi dunia usaha maupun masyarakat selaku
konsumen. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa penggunaan
teknologi informasi bagi pisau bermata dua. Teknologi jika dimanfaatkan
dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun teknologi juga
dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya,
seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat
kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan
sanksi terhadap pelanggaran.

Bahaya tersebut dapat timbul dari adanya pencurian data pribadi,
kerusakan system yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data
(termasuk data pribadi), penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai
oleh pelaku usaha itu sendiri®* ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat
mengakses data pribadi konsumen (seperti pemerintah).8? Kebutuhan
pengaturan akan hal ini dinilai penting karena data pribadi merupakan hak
privasi seseorang, selain juga secara fundamental dapat bernilai ekonomis
bagi pihak ketiga yang hendak memanfaatkannya.

Bahaya dari adanya kekosongan hukum pada rezim perlindungan
data pribadi akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan banyak sekali
ancaman dari pembobolan disamping kelalaian yang dapat disebabkan
karena kurang matangnya system perlindungan data pribadi yang digagas
pelaku usaha sektor fintech maupun ancaman dari adanya kesengajaan
pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis fintech yang berniat
membobol data pribadi untuk kepentingan tertentu. Resiko tersebut dapat
menjadikan fintech di Indonesia mendapat predikat buruk dari negara yang
telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mumpuni
maupun dari konsumen dan calon konsumen jasa fintech.

Ditambah lagi pengaturan akan big data yang masih tidak diatur
didalam Undang-Undang. Big data yang dalam hal ini merupakan
sekumpulan data hasil olahan data pribadi yang didapatkan dari kegiatan
konsumen sehari-hari. Dari situ dapat terlihat kebiasaan konsumen seperti
tempat yang biasa dikunjungi setiap harinya, kebiasaan tertentu (cookies,
kebiasaan belanja, dan lain sebagainya), browsing history, likes, dan lain-
lain.

81 Lihat kebijakan privasi google yang di dalamnya tertera kewenangan untuk
mengubah data mendistribusikan data pribadi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari
si pemilik data.

82Seperti yang terjadi pada kasus pembobolan iCloud; Naskah Akademik RUU PDP
h. 44.
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Big Data sendiri oleh Joint Committee of the European Supervisory
Authorities didefinisikan sebagai situasi di mana data yang beragam, dalam
tingkat volume tinggi, diproduksi dalam kecepatan tinggi dari beberbagai
sumber, diproses secara real time oleh perangkat IT, dengan serangkaian
teknologi seperti processor, piranti lunak, dan algoritma. Dalam kaitannya
dengan perlindungan konsumen, maka isu yang harus diangkat adalah
permasalahan hukum yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data,
penegakan hukum dan HAM

3.2.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat
hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari
perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian,
akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak
penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling
penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.%® Kegiatan pinjam-
meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian.
Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-
meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti
mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk
melakukan monitoring.®

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam
klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak.
Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam
hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban
yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam,
namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak
melaksanakan kewajibannya,® hal tersebut tentu dapat merugikan
peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat
melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan

8 Zaeni Asyhadie, 2006, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.

8 Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. VI, Kencana,

Jakarta, h. 72.

19.

85 | Ketut Oka Setiawan, 2018, Hukum Perikatan, Cet. I1, Sinar Grafika, Jakarta, h.
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kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari
tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha.f® serta peminjam
memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.®” Agar tercapainya
perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya.
Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat
terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi
akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan
oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai
pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi
yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45
yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Selain sanksi
pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online
juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal
47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK
berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara
berupa: a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang

tertentu;

C. pembatasan kegiatan usaha; dan

d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan
bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan

8 Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada
Media Group, Jakarta, h. 64.

87 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. Ill, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 38.
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pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi
administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara
bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan
kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh
OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak
mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain.
Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada
penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga
memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan
merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan
kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang Yyang dilakukan
penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar
calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang
dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi
terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini
menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan
usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK
selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada
pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online
setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan,
kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara
terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

3.2.4 Akibat Hukum bagi Para Pihak
Jika kita melihat Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77

/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi :
“Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi meliputi:

a.perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan

b.perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Dapat dilihat bahwa perjanjian didalam POJK diatur bahwa dalam
transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ada dua
perjanjian yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
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dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Antara
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam
bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang.
Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama
dari jenis dan mutu yang sama pula.®

Hubungan antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman,
terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian
antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna
layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian
tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait
dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara
dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-
syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.®

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima
pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh
penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan
penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman
tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian
pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman
yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara
untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.*

Jika, dalam hal ini penyelenggara melanggar aturan dengan
memberikan data dan/atau informasi peminjam kepada pihak ketiga maka
akibat hukum yang pertama yaitu pengenaan sanksi administratif oleh OJK
sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77 tahun 2016

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini,
OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

8 |bid., h. 11

8 Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”,
Diponegoro Law Journal, Op.Cit., h. 10

% Ibid.
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c. pembatasan kegiatan usaha; dan
d. pencabutan izin. “

Kemudian penyelenggara dapat juga dijerat dengan perbuatan pidana
dengan dasar hukum Pasal 45 ayat (3) dan/atau ayat (4) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).”

4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.00.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk perjanjian antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman
tetap harus dilunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat
sesuai dengan Pasal 1763 KUHPerdata. Barangsiapa meminjam suatu
barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan
pada waktu yang diperjanjikan.

3.3 Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman dalam Fintech Peer to Peer
Lending.

Perlindungan hukum bagi  peminjam merupakan isu utama dalam
pengembangan bisnis Fintech Peer to Peer Lending yang diatur dan diawasi oleh
OJK. Pengguna Fintech Peer to Peer Lending terdiri dari investor dan debitur.
Investor (Pemberi Pinjaman) harus dilindungi agar dananya tidak hilang dibawa
kabur penyelenggara, sedangkan debitur (Penerima Pinjaman) harus dilindungi agar
agunannya tidak hilang dan syarat pinjamannya harus rasional. Sengketa perdata
yang terjadi antara investor, debitor dan penyelenggara juga harus dapat diselesaikan
secara cepat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
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Pengaturan dan pengawasan bisnis jasa Fintech Peer to Peer Lending juga
harus dilakukan berdasarkan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU 8/1999 tentang

Perlindungan Konsumen, UU 7/2014 tentang Perdagangan, UU 8/2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas,
UU 25/ 1992 tentang Perkoperasian, UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan
peraturan terkait lainnya.

Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik (termasuk bisnis jasa Fintech
Peer to Peer Lending) terkait dengan UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Masyarakat konsumen yang membeli produk (barang/jasa) atau melakukan transaksi
pembayaran via internet harus mendapatkan perlindungan hukum agar mereka tidak
dirugikan oleh pelaku usaha. Masyarakat juga harus dilindungi dari praktik penipuan
dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis online dan transaksi elektronik. OJK
sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan
OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOQJK.07/2014
tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa
Keuangan. .

Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis online dan transaksi
elektronik perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak
konsumen dapat melapor kepada Kepolisian, sedangkan penyelesaian sengketa
konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK).%

Bisnis Fintech Peer to Peer Lending tidak boleh bertentangan dengan UU
11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang
menawarkan produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan
produk yang ditawarkan. “Informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun
perantara;

%1 Cita Yustisia Serfiyani, dkk, 2013, “Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi
Elektronik™, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.121
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b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya
perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti
nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.®?

Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis online dan transaksi elektronik juga
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pasal 49 PP 82/ 2012 menyatakan bahwa:

a. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

b. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran
kontrak atau iklan.

C. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk
mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian
atau terdapat cacat tersembunyi.

d. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah
dikirim.

e. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban
membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Bisnis Fintech Peer to Peer Lending juga diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU
7/2014 tentang Perdagangan, sebab bisnis jasa Fintech Peer to Peer Lending
termasuk kegiatan “perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik” (PSE).
PSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik. UU Perdagangan juga memberikan perlindungan
hukum bagi pelaku bisnis online dan e-commerce. Setiap pelaku usaha yang
memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik
wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Penggunaan
sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Data dan/
atau informasi tersebut paling sedikit memuat (Pasal 65 Ayat (1) sampai ayat (4) UU
7/2014 tentang Perdagangan) :

a) identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha
distribusi;
b) persyaratan teknis barang yang ditawarkan;

% Pasal 9 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
Penjelasannya.
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c) persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
d) harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
e) cara penyerahan barang.

Dalam hal terjadi sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem
elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa
lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi,
konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.®

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan
menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi
secara lengkap dan benar dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
(Pasal 65 Ayat 6 UU 7/2014 tentang Perdagangan) . Ketentuan lebih lanjut
mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan konsumen juga diatur dalam RPP Perdagangan Secara
Elektronik (E-commerce) yang saat ini sedang diproses Kementerian Perdagangan
menjadi PP. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan secara
elektronik adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tersebut tidak cukup hanya
sebatas regulasi, namun juga diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme
kelembagaan yang bertujuan meningkatkan signifikansi dan kepercayaan dari
lembaga terkait yang memiliki kewenangan melindungi kedua belah pihak
(konsumen dan produsen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bisnis Fintech Peer to Peer Lending
dengan cara menjadi Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman. Anggota
masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat berinvestasi dalam bisnis Fintech
Peer to Peer Lending sebagai Pemberi Pinjaman, sedangkan anggota masyarakat
yang membutuhkan dana bertindak selaku Penerima Pinjaman. Pengelola bisnis
Fintech Peer to Peer Lending bertindak selaku fasilitator dan penghubung antara
pihak investor (Pemberi Pinjaman) dengan pihak debitor (Penerima Pinjaman).

Kajian OJK tahun 2015 menyebutkan ada sekitar Rp 1.650 triliun kebutuhan
pembiayaan nasional, sedangkan industri keuangan konvensional domestik hanya
sanggup memenuhi sekitar Rp 650 triliun. Pelaku usaha jasa PMTekfin diharapkan
dapat mengatasi kekurangan pembiayaan tersebut.** Perlindungan hukum

9 pasal 65 Ayat 5 UU 7/2014 tentang Perdagangan beserta Penjelasannya
% “Tekfin Pinjaman Berkembang”, Harian Kompas, Jumat, 12 Mei 2019, h.20
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dibutuhkan dalam bisnis jasa Fintech Peer to Peer Lending, khususnya bagi investor
(Pemberi Pinjaman) dan debitor (Penerima Pinjaman). Penyelenggara bisnis Fintech
Peer to Peer Lending relatif memiliki risiko paling kecil sebab hanya bertindak
selaku fasilitator dan penghubung antara investor (Pemberi Pinjaman) dan debitor
(Penerima Pinjaman). OJK menentukan beberapa syarat agar perusahaan Fintech
Peer to Peer Lending mudah diatur dan diawasi sehingga tidak sampai merugikan
kepentingan investor dan debitor. Pasal 3 Peraturan OJK nomor 77/ POJK01/2016
mengatur perusahaan Fintech Peer to Peer Lending berbentuk Perseroan Terbatas
dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA dan Badan
Hukum Asing. WNA dan Badan Hukum Asing hanya diperbolehkan memiliki
saham secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 85%.

Perusahaan jasa Fintech Peer to Peer Lending berbentuk PT diwajibkan
memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran dan minimal Rp
2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan. Hal yang sama juga berlaku
pada perusahaan Fintech Peer to Peer Lending berbentuk Koperasi yang harus
memiliki modal sendiri minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran dan minimal Rp
2,5 miliar saat mengajukan permohonan perijinan (Pasal 4). Penyelenggara
menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima
Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan
berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
(Pasal 5). Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total
pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman. Batas maksimum total
pemberian pinjaman dana ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. OJK dapat melakukan
peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana tersebut
(Pasal 6).

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.
Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan Fintech Peer to Peer Lending
mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang telah
melakukan kegiatan layanan Fintech Peer to Peer Lending sebelum peraturan OJK
ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling
lambat 6 bulan setelah peraturan OJK ini berlaku (Pasal 8 Ayat 1 dan 2).
Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin
sebagai Penyelenggara paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK
(Pasal 10). Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara Fintech Peer to Peer
Lending dilarang (Pasal 43):
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a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur
dalam peraturan OJK ini;

bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;

memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban
pihak lain;

menerbitkan surat utang;

memberikan rekomendasi kepada Pengguna;

mempublikasikan informasi yang fiktif dan/ atau menyesatkan;

melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat
melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan

h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

o o

Q@ oo

Larangan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pengguna Fintech
Peer to Peer Lending. Penyelenggara yang melanggar larangan dapat terkena sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
C. pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

3.4 Penyelesaian Sengketa dalam Fintech

Sengketa perdata bisa terjadi dalam bisnis Peer to Peer Lending antara
pihak investor (Pemberi Pinjaman) dengan debitur (Penerima Pinjaman), antara
investor dengan penyelenggara Peer to Peer Lending, atau antara debitor dengan
penyelenggara. Sengketa pada umumnya dipicu adanya ketidakpatuhan terhadap
kontrak yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis Peer to Peer
Lending dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di
luar pengadilan).

UU ITE mengamanatkan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap
pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/ atau menggunakan Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan
secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Gugatan perdata (via pengadilan)
dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan. Selain penyelesaian
gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) semakin banyak digunakan pelaku
bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pelaku bisnis enggan
menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan Indonesia yang kurang
kondusif bagi pengembangan bisnis. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong
proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana dan murah, namun faktanya
tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya
mahal, dan putusannya sulit dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur
sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau
membayar oknum peradilan.

Keengganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan
proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan
bisnis. Proses persidangan di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum,
sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di
luar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan
efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi,
Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Pada tahap awal
sengketa, para pihak dianjurkan menempuh Negosiasi tanpa melibatkan pihak
ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk
membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli
hukum, mediator, conciliator, adjudikator dan arbiter.

Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena
cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara
jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum diatur
dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam
Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa
Keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun prosesnya jauh lebih
sederhana dan lebih cepat. Pihak pemohon (nasabah kecil) diberikan hak opsi untuk
menyetujui atau menolak hasil putusan Adjudikasi. Jika pemohon setuju maka
putusan Adjudikasi dapat diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak
termohon (lembaga jasa keuangan) tidak diberi hak opsi, sehingga harus menerima
apapun hasil putusan Adjudikasi. Hak opsi semacam ini tidak dijumpai dalam proses
Arbitrase.*®

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat
diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar

% Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, “Perlindungan Hukum bagi
Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan”, Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol.13, No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian Hukum dan HAM R, Jakarta, h.421-422
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pengadilan). Gugatan perdata melalui pengadilan memakan waktu lama karena
putusan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) masih bisa diajukan banding ke
Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat
pelaku bisnis lebih senang menempuh jalur non-litigasi melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
Penyelesaian sengketa model APS telah diatur UU 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku 12 Agustus 1999.%

Penyelesaian sengketa secara litigasi juga bisa dilakukan via Pengadilan
Niaga khususnya sengketa yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Selain berwenang mengurus kepailitan, Pengadilan Niaga juga berwenang mengurus
sengketa HKI. Hampir semua sengketa HKI (Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis,
Paten, Desain Industri, DTLST) diurus melalui Pengadilan Niaga, sedangkan
sengketa HKI lainnya (Rahasia Dagang dan PVT) diurus melalui Pengadilan Negeri.
Penyelesaian sengketa bisnis di sektor Industri Jasa Keuangan (1JK) diatur secara
khusus oleh lembaga OJK yang kini bertindak menggantikan peran Bl selaku
regulator dan pengawas lembaga perbankan.

Selain berwenang mengawasi lembaga perbankan, OJK juga mengambil alih
peran Bapepam-LK dalam bidang pengawasan pasar modal, asuransi, dana pensiun,
perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dasar hukum
pembentukan OJK adalah UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut
disusul keluarnya Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 tanggal 21 Januari
2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu:

a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

c) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

d) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)

e) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)

f) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Lembaga APS harus memenuhi syarat :
a) hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan
dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
b) terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa
persengketaan akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;

% Iswi Hariyani, 2010, “Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar”, Cetakan ke-1,
Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.26



64

c) terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga
APS;

d) persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana (contoh : penipuan,
penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam /insider trading);

Persengketaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif (contoh
. pembekuan usaha, pencabutan izin usaha) jenis penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa, yaitu: Pendapat
Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsiliasi tidak diterapkan di
Lembaga APS sebab cara ini dianggap mirip dengan Mediasi. Para pihak diharuskan
lebih dulu menempuh Negosiasi sebelum meneruskan penyelesaian sengketa di
Lembaga APS.

Penyelesaian sengketa bisnis Peer to Peer Lending kurang tepat jika harus
diselesaikan melalui Lembaga APS konvensional (offline). Bisnis Peer to Peer
Lending tergolong bisnis online yang kegiatannya banyak dilakukan via internet,
sehingga membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah dan
murah. OJK sebaiknya membentuk Lembaga APS online yang khusus menangani
sengketa bisnis Peer to Peer Lending. Pasal 29 huruf e Peraturan OJK nomor
77/POJK.01/2016 juga mengamanatkan penyelesaian sengketa pengguna harus
dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Penyelesaian sengketa bisnis Peer to Peer Lending melalui APS sebenarnya
dapat dilakukan melalui model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online
Dispute Resolution (ODR). Kekosongan norma hukum positif terjadi oleh adanya
ketidakseimbangan antara kebutuhan praktek dengan ketersediaan hukum positif.%’
Oleh karena itu, OJK harus lebih dulu menerbitkan Peraturan OJK sebagai payung
hukum pembentukan Lembaga PSD. Lembaga PSD dapat menggunakan cara
Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsiliasi tidak
diperlukan karena mirip dengan Mediasi, sedangkan Arbitrase hanya layak
digunakan untuk sengketa bisnis yang nilainya di atas Rp 500 juta. Semua proses
penyelesaian sengketa dilakukan via internet, sehingga para pihak tidak perlu
bertemu muka. PSD adalah hasil kolaborasi antara Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penyelesaian sengketa
dilakukan via internet sehingga prosesnya cepat, mudah dan murah. PSD telah
dipraktekkan di AS, Canada, Uni Eropa, Australia, China, Jepang, Hongkong,
Singapura dan India. PSD atau ODR juga dinamakan “internet Dispute Resolution

% Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi
Teoritiknya, DiH: Jurnal llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya Vol.15, No.2, Januari 2020. h. 205
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(iDR)”, “Electronic Dispute Resolution (EDR)”, “electronic ADR (e-ADR)” dan
“online ADR (0ADR)”.

Dasar hukum pembentukan PSD diatur Pasal 41 UU ITE beserta
penjelasannya. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi
informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi
elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Peran masyarakat dapat diselenggarakan
melalui lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang ITE yang dapat memiliki
fungsi konsultasi dan mediasi. PSD juga diatur secara tidak langsung dalam Pasal 18
ayat 4 dan 5 UU ITE. Para pihak memiliki kewenangan menetapkan forum
pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik
internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka
penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

3.4.1 Penyelesaian Sengketa Daring (Online Dispute Resolution)

Hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dinamika
perkembangan masyarakat membantu menghantarkan reformasi hukum modern
(modern legal reform) yang dalam hal ini segala sesuatunya selalu menggunakan
teknologi. Penggunaan teknologi ini juga merambah hingga pada pola alternatif
penyelesaian sengketa yang dalam hal ini mulai berkembang dengan baik.%

Online Dispute Resolution (ODR) adalah cabang penyelesaian sengketa
yang mana menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian
terhadap sengketa antara para pihak. Yang mana dalam hal ini menggunakan
negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi diantara ketiganya. Dalam hal
ini ODR dikategorikan sebagai bagian dari Alternatif Dispute Resolution (ADR).
Bahwa ODR merubah pandangan tradisional dengan penggunaan teknik yang
inovatif dan teknologi online pada prosesnya.®

Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur pola-pola penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan perkembangan zaman yang mengalami
modernisasi. Jika dilihat dari praktik perdagangan bisnis sekarang ini, maka pola
pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat dikembangkan

98 Gagah Satria Utama, Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law
Practice, Pro Negotium Justitie Legem, Business Law Review, Volume Three, 2017, h. 1.
% Ibid., h. 2.
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sehingga memberikan peluang adanya alternatif penyelesaian sengketa secara
online.1%

Diperlukan sebuah metode penyelesaian sengketa yang dapat menjembatani

berbagai kepentingan hukum dengan sistem yang berbeda, berbiaya murah, efesien
dan efektif. Salah satu terobosannya dengan menggunakan model penyelesaian
sengketa online, yang dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR),
sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dimana saja dia
berada.. Terkait Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik menyebutkan Pasal 79 Ayat (1) “Dalam hal terjadi sengketa
dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian
sengketa lainnya.”
Pasal 79 Ayat (2) “Penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui sistem
elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diselenggarakan secara
elektronik (Online Dispute Resolution) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Perbedaan yang sangat mendasar antara ADR dengan ODR adalah jika
dalam ODR penyelesaian sengketa antara para pihak dapat dilakukan tanpa
kehadirannya secara fisik. Pada kenyataannya saat ini dalam beberapa peristiwa
penyelesaian sengketa melalui ODR terus meningkat. Karena ODR akan lebih
mematuhi  standar minimum tertentu dalam memelihara mutu dan
ketidakberpihakannya (fairness).’®* Bentuk ODR pada prinsipnya menggunakan
juga proses atau teknik ADR. Proses atau teknik tersebut adalah:

1. Facilitated negotiation
Facilitated negotiation adalah bentuk yang paling sederhana. Dalam proses ini suatu
ruang siber (online space) disediakan bagi para pihak untuk bernegosiasi secara
langsung.

2. Mediasi online
Mediasi online adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilangsungkan
melalui e-mail atau dengan menggunakan sistem modem di dalam suatu website
yang aman dan dengan saluran IRC% privat.

100 Meline Gerarita Sitompul, dkk, Op. Cit., h. 78-79.

101 Hutrin Kamil dan M. Ali Mansyur, Kajian Hukum Online Dispute Resolution
(ODR) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Jurnal
Pembaharuan Hukum Vol | No. 2 Mei-Agustus, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA,
2014, h. 112.

102 |RC atau Internet Relay Chat adalah suatu bentuk komunikasi yang
memungkinkan pemakai melakukan percakapakan dalam bentuk bahasa tertulis secara



67

Terdapat 3 (tiga) jenis mediasi online, yaitu:1%

a. Mediasi yang bersifat fasilitatif di mana mediator berfungsi sebagai
fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan
penyelesaian. Dalam hal ini, mediator memberikan jalan agar para
pihak menemukan sendiri penyelesaian bagi sengketa Yyang
dihadapinya.

b. Mediasi evaluatif, yakni mediasi melalui mediator yang memberikan
pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi mediasi ini yaitu
membuat suatu kesepakatan mealui mediator dengan memberikan
solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, dan mencoba
membujuk para pihak untuk menerimanya

C. Pendekatan yang menengahi situasi. Mediator mencoba mencampuri
permasalahan sejauh disetujui para pihak.Mediator hanya masuk jika
para pihak gagal melakukan negoasiasi di antara mereka sendiri,
mediator dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan solusi, jika
para pihak meminta kepadanya. Tujuan awal dari prosedur ini yaitu
membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan
mediator dan antara para pihak sendiri.

3. Arbitrase online.
Arbitrase online adalah penyelesaian sengketa di mana para pihak hanya
menyerahkan dokumen atau dilangsungkan konferensi video atau dengan chat
rooms, posting boards atau web-based meetings.

4. Case appraisal.
Case appraisal adalah penyelesaian sengketa di mana pihak yang netral
mempertimbangkan suatu sengketa dan persidangan melalui juri atau oleh nasihat
juri.

Untuk Sistem ODR sendiri terdapat 3 jenis sistem yang berkembang di
dunia saat ini, yaitu'®:
a. Fully Automated Cyber Negotiation

interaktif dengan cara mengetik di keyboard. Ditujukan untuk komunikasi dalam bentuk
individual maupun kelompok untuk mendukung forum diskusi.

103 Widaningsih, Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR (Online
Dispute Resolution), Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember, Malang:
Politeknik Negeri Malang, 2017, h.246

104 Goodman, Joseph W., n. d., The Pros and Cons of Online Dispute Resolution: an
Assessment of Cyber- Mediation Websites., h.2-5
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Penyedia layanan ODR dengan sistem ini beroperasi menggunakan
perangkat lunak yang dapat secara otomatis mempertemukan permintaan
pelapor dengan terlapor untuk mencapai sebuah kesepakatan.

b. Using Software and Facilitator

Mediasi menggunakan perangkat lunak dan pihak ketiga sebagai
fasilitator. Layanan ODR ini menggunakan dua proses : 1) dimana para
pihak menunjuk pihak ketiga untuk membantu masing-masing pihak untuk
menentukan model negosiasi yang cocok dan membuat permintaan yang
akan diajukan dalam proses ODR; 2) kemudian sistem perangkat lunak akan
secara otomatis membandingkan masing-masing permintaan pihak
bersengketa hingga mencapai sebuah kesepakatan.
¢. Using Online Technology

Alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan teknologi
online. Layanan ODR ini menggunakan e-mail, instant messaging, chat
rooms dan video conference sebagai media penghubung proses penyelesaian
sengketa. Proses penyelesaiannya sama seperti proses penyelesaian sengketa
secara tradisional dengan memilih pihak ketiga sebagai badan penyelesaian
sengketa. Pada umumnya, sengketa yang diselesaikan melalui ODR yang
menggunakan penyelesaian sengketa ini berupa:

1 Negosiasi

2 Mediasi

3 Arbitrasi

Penerapan ODR diberbagai negara pun menggunakan beberapa
metode, yaitu'®:
a. Blind Bidding atau Blind Negotiation
Blind Bidding atau Blind Negotiation merupakan metode negosiasi dimana
penawaran dan permintaan ke dua belah pihak yang bersangkutan tidak bisa
dilihat satu sama lain dan akan ditentukan oleh komputer. Metode ini dapat
dilakukan ketika satu pihak mengajak menegosiasikan sejumlah uang dalam
sengketa. Jika pihak lainnya setuju, maka proses blind negotiation dimulai.
Kedua pihak merahasiakan penawaran dan permintaannya yang kemudian
akan diketahui oleh kedua pihak ketika penawaran match. Jika permintaan
kedua pihak masuk dalam kisaran yang ditentukan (misalnya masing-
masing 5% ) atau sesuai dengan sejumlah uang yang diminta, teknologi

22

195 Rao, G. Ramachandra, Problem and Prospects of Online Dispute Resolution, h.
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secara otomatis akan menetapkan rata-rata kedua penawaran sebagai
keputusan akhir. Kemudian, para pihak akan diberitahu secara otomatis
lewat e-mail atau secara online. Contohnya adalah cybersettle.com.
b. Negosiasi Online

SmartSettle yang merupakan contoh penyedia layanan negosiasi
online yang memungkinkan pertukaran informasi secara online. Website
akan membantu para pihak menemukan solusi sementara dengan cepat.
SmartSettle bekerja dengan cara menghubungi semua pihak yang
bersengketa. Para pihak yang bersengketa membuat kerangka kesepakatan
dengan menentukan pilihan terbaik kisaran penawaran. Para pihak
melakukan pertukaran informasi dan memberikan pengakuan. Kesepakatan
diperoleh ketika para pihak telah menyetujui kerangka kesepakatan.
c. Online negotiation-cum-mediation

Metode ODR ini melibatkan proses negosiasi dan mediasi secara
berurutan. Ketika para pihak tidak dapat melakukannya sendiri, mediator
ditunjuk dalam mediasi online untuk memperoleh kesepakatan. Contoh
penyedia layanan ini adalah SquareTrade.com. Para pihak mengajukan
berkas dengan cara mengisi formulir online yang membantu
mengidentifikasi ~ permasalahan  dan  memberikan ~ kemungkinan
penyelesaian. Pihak lain akan diberitahu lewat e-mail dan merespon
kasusnya. Komunikasi antara kedua pihak akan ditampilkan dalam halaman
kasus pribadi di website. Kemudian para pihak melakukan negosiasi secara
langsung. Selama proses negosiasi, para pihak berkomunikasi satu sama lain
secara rahasia. Jika tidak tercapai, Square Trade akan menetapkan seorang
mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.
d. Document/e-mail arbitrase

Proses arbitrase dapat menggunakan metode dokumen atau email
dalam penyelesaian sengketa. Dalam metode ini, pengajuan bukti dokumen,
pendapat tertulis, dan hearing dilakukan melalui e-mail. Webdispute.com
adalah contoh layanan yang melakukan arbitrase melalui document/e-mail.
Setiap pihak mempresentasikan kasus mereka melalui e-mail. Arbiter dapat
mengajukan pertanyaan bagi kedua pihak. Di hari terakhir hearing, para
pihak menyampaikan argumen akhir melalui e-mail. Kemudian arbiter
menutup hearing dan mempertimbangkan semua bukti dan memberikan
keputusan yang dikirim melalui e-mail.
e. Arbitrase online melalui video conference

Metode ini merupakan arbitrase online dengan bantuan video
conference. Misalnya sistem internet conference CAN-WINTM
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mengizinkan para pihak yang telah teregistrasi untuk menggunakan
electronic conference room dimana pun menggunakan aplikasi browser
standar. Di sistem tersebut, ditampilkan daftar yang mengidentifikasi semua
pihak di setiap layar. Peserta dapat menulis email secara pribadi ataupun ke
semua peserta sekaligus.

Pengunaan video conference lebih cocok digunakan dalam proses
arbitrase karena (1) lebih menghemat biaya, (2) ketidaknyamanan dalam
perjalanan akan berkurang, (3) pengaruh faktor politik di negara manapun
tidak akan menggangu proses arbitrase, (4) batasan dari para pihak, arbiter
dan saksi akan berkurang, (5) tidak akan ada gangguan diplomatik manapun,
(6) tidak membutuhkan biaya administratif untuk pelaksanaan arbitrase, bagi
para arbiter dan saksi,(7) tidak membutuhkan ruangan untuk hearing, (8)
kekurangan kamar hotel untuk para pihak dan arbiter / saksi tidak akan
terjadi, (9) tidak diperlukan sarana transportasi, (10) tidak membutuhkan
fasilitas pendukung, seperti penulis, juru bahasa singkat dan sebagainya,
(11) biaya bersih akan jauh lebih murah daripada biaya keseluruhan kamar,
tarif penerbangan untuk para pihak, arbiter dan saksi, (12) mengurangi
ketakutan akan penerbangan karena serangan teroris dan SARS, (13) tidak
perlu takut akan bencana alam, (14) tidak ada ketakutan akan forum yang
tidak familiar, (15) penggunaan waktu yang lebih efektif melalui video
conference, (16) perekaman dan penyimpanan data persidangan akan lebih
cepat dan mudah, (17) serta penyebaran informasi akan lebih cepat.

3.4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Daring (Online Dispute Resolution)

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem ODR
dimulai dari tahap di mana pelaku usaha atau konsumen merasa dirugikan atas
transaksi yang telah disepakati sebelumnya. Yang bersangkutan melaporkan ke
Penyedia Layanan ODR dengan rumusan resolusi yang diinginkan. Selanjutnya,
Penyedia Layanan ODR mengirimkan e-mail kepada Terlapor terkait permintaan
penyelesaian sengketa dari Pelapor.1%®

Setelah itu, Terlapor melakukan penerimaan atas penyelesaian sengketa dan
memberikan penjelasan resolusi yang diinginkan serta menunjuk Fasilitator. Pihak
Penyedia Layanan akan meneruskan ke Fasilitator yang ditunjuk Terlapor ke
Pelapor dan Pelapor dapat menyetujui atau menolak pilihan tersebut. Apabila
Pelapor menyetujui, Pihak Penyedia Layanan ODR akan meneruskan ke Fasilitator.
Dalam hal ini, Fasilitator dapat menyetujui atau menolak penunjukan tersebut.

106 Berdasarkan International Best Practice yang diterapkan oleh European Union.
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Apabila Fasilitator menyetujui, maka Fasilitator akan melakukan penelaahan atas
usulan resolusi para pihak. Fasilitator akan turut serta dan memberikan waktu
kepada para pihak untuk bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan melalui media
e-mail, instant massaging, chat conference, atau video conference.

Setelah mencapai kesepakatan, pihak penyedia layanan ODR akan
mengumumkan hasil putusan kepada para pihak. Kekuatan hukum dari putusan
tersebut bergantung pada fasilitator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa.
Sebaliknya apabila dinyatakan gagal, maka para pihak dapat melakukan klaim ulang
atau melanjutkan sengketa tersebut untuk diselesaikan menggunakan mekanisme
lain, seperti arbitrasi atau litigasi.

Pada dasarnya mekanisme ODR diterapkan dalam layanan mediasi,
negosiasi dan arbitrase yaitu sebagai berikut:1%

a. Negosiasi online

Pada dasarnya model negosiasi online terbagi atas dua bentuk yaitu
assisted negotiation dan automated negotiation. Assisted negotiation terjadi
melalui pemberian saran tekhnologi informasi yang diberikan kepada para
pihak, dirancang melalui peningkatan kemampuan teknologi untuk
mencapai penyelesaian. Sedangkan penyelesaian secara automated
negotiation dilakukan melalui perbandingan antara tawaran dengan
kesepakatan persetujuan dijalankan tanpa campur tangan manusia,
automated negotiation adalah bentuk dari assisted negotiation, para pihak
dibantu oleh komputer untuk mencapai kesepakatan tetapi disini
komputerlah yang menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini disebut
penawaran buta karena semua penawaran masih rahasia, dalam arti tidak
diperlihatkan pada pihak alwan sampai mereka mendekati tingkat itu.

b. Mediasi online

Mediasi online merupakan mediasi yang dilakukan dengan
menggunakan sarana komunikasi elektronik maupun internet. Pelaksanaan
hasil adalah salah satu persoalan terpenting dalam bidang ODR. Negosiasi
atau mediasi yang sukses menghasilkan penyelesaian antara para pihak.
Penyelesaian seperti ini adalah suatu kontrak yang mengikat para pihak
seperti halnya kontrak lain. Karena itu jika satu pihak gagal memenuhinya,
maka pihak lain tidak mempunyai remedy lain selain mengajukan gugatan
di pengadilan atau arbitrase.

107 [http://www.negarahukum.com/hukum/online-dispute-resolution.html|  diakses
tanggal 24 Oktober 2019
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c. Arbitrase online

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar
lembaga peradilan, berdasarkan perjanjian di antara para pihak yang
bersengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral yang
dipilin oleh para pihak atau oleh suatu lembaga arbitrase yang mana
putusannya bersifat final and binding. Sama dengan arbitrase online yang
juga menggunakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai pembuat
keputusan. Di dalam arbitrase online terdapat pihak keempat (the fourth
party) vyaitu teknologi yang membantu arbiter dalam melaksanakan
tugasnya.

A. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Daring (Online Dispute Resolution)
Penerapan dari mekanisme Online Dispute Resolution dalam
penyelesaian sengketa dapat memberikan manfaat pada para pihak yang
bersengketa.
Kelebihan dari penerapan ODR antara lain®°:
a. Menghemat biaya.

Kelebihan ini merupakan kelebihan umum yang dimiliki
oleh sebuah alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional.
Kehadiran ODR akan menjadikan opsi tersebut menjadi opsi dengan
biaya yang lebih terjangkau. Hal ini terutama berkaitan dengan
konsumen yang memerlukan bepergian dalam jarak yang cukup
jauh untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin nilai
sengketanya tidak terlalu besar. Dengan ODR, pihak yang
bersengketa dapat melakukan mediasi di tempatnya masing-masing
dengan menggunakan perangkat yang mendukung mekanisme
penyelesaian sengketa melalui ODR, para pihak juga tidak perlu
berada atau hadir dalam waktu yang sama dan penyampaian
dokumen dapat lebih cepat. Hal tersebut secara tidak langsung dapat
mengurangi biaya penyelesaian sengketa terutama biaya perjalanan
bagi para pihak.

b. Menghemat waktu, cepat, dan praktis.

Pihak yang bersengketa dapat melakukan mediasi dimana
pun dan kapan pun sehingga proses penyelesaian sengketa tidak
akan berlarut. Dalam proses penyelesaian sengketa, mekanisme
ODR pada umumnya telah menetapkan jangka waktu maksimum
penyelesaian sengketa. Sehingga para pihak yang bersengketa dan

108 Goodman, Joseph W., n. D, Op.Cit, h. 25.
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lembaga penyelesaian sengketa dituntut untuk menyelesaikan
sengketa dalam jangka waktu tersebut.
c. Proses penyelesaian sengketa terekam dengan baik.

Keseluruhan isi negosiasi dan percakapan yang terjadi pada
proses penyelesaian sengketa melalui ODR terekam dengan baik
secara digital. Seluruh percakapan akan dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya apabila terdapat
salah satu pihak yang mengelak dari kewajibannya dari putusan
yang telah didapatkan melalui proses penyelesaian sengketa
tersebut.

3.4.3 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Daring (Online Dispute Resolution) di
Beberapa Negara

A. American Arbitration Association.1%

Salah satu lembaga arbitrase di Amerika Serikat yang telah
menyediakan layanan penyelesaian sengketa secara online (ODR) vyaitu
American Arbitration Association (selanjutnya disebut dengan “AAA”).
AAA dibentuk pada tahun 1926 berdasarkan Undang-Undang Federal
Arbitration Act, yang nemiliki tujuan khusus dalam membantu menerapkan
arbitrase sebagai ‘“‘out-of-court solution” untuk menyelesaikan suatu
sengketa. AAA merupakan operator layanan penuh alternatif penyelesaian
sengketa, menangani sengketa yang melibatkan, tetapi tidak terbatas pada,
pekerjaan, hak kekayaan intelektual, konsumen, teknologi, kesehatan, jasa
keuangan, konstruksi, dan konflik perdagangan internasional.

Ketika sengketa terjadi, metode Alternatif Dispute Resolution
seperti arbitrase, mediasi, pengadilan, dan penyelesaian secara online yang
lebih efisien dan efektif bisa memberikan jalan keluar lain yang memuaskan
para pihak yang terlibat. Peran AAA dalam proses penyelesaian sengketa
adalah mengelola sengketa dari pengajuan hingga sengketa tersebut
terselesaikan. Pada AAA pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif
secara online dilakukan secara bertahap-tahap, yakni dimana pada tahap
awal para pihak yang bersengketa harus mendaftarkan diri pada AAA
WebFile dimana para pihak dilanjutkan dengan mengisi formulir data diri
kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah mendaftarkan diri dan mengisi

109 Meline Gerarita Sitompul., dkk, 2016, Online Dispute Resolution (ODR) :
Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia. Palembang. Jurnal Renaissance
Volume I No. 02, h. 82 — 83
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formulir, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan klaim secara
online kepada AAA melalui surat, faximile, e-mail atau cara online lainnya.
Para pihak harus memiliki setidaknya e-mail sebagai alat untuk
berkomunikasi. Pihak yang mengajukan harus mengisi tanggal, nama pihak
yang mengajukan, nama yang mewakili (jika berbeda), jenis bisnis, alamat,
kota, negara, telepon, fax, e-mail, kemudian nama dan tanda tangan dari
pihak yang mengajukan. Kemudian di halaman kedua, pihak yang
mengajukan gugatan, harus mengisi pihak tergugat, alamat, e-mail, dan
menceritakan sengketa yang terjadi antara para pihak. Penggugat dapat
menambahkan halaman yang memuat dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan sengketa. Kemudian penggugat mengisi berapa besar jumlah
tuntutan. Setelah pengisian selesai, penggugat dan tergugat (para pihak)
akan menerima informasi dari AAA tentang siapa pihak netral yang ditunjuk
dalam penanganan kasus dimaksud. Kemudian AAA akan menjelaskan
tahapan-tahapan untuk memulai kasus tersebut secara online.

. China International Economic and Trade Arbitration Commission®

Penyelesaian sengketa melalui ODR ini diselenggarakan oleh China
International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
berdasarkan regulasi mandiri yang dibuatnya, yaitu CIETAC Online
Arbitration Rules (CIETAC OAR). Cietac ODR Center adalah badan
khusus yang dibentuk CIETAC untuk melayani penyelesaian sengketa
secara online dan mengembangkan website yang dijadikan sebagai media
penyelesaian sengketa secara online.

CIETAC menerima permohonan sengketa yang terkait dengan
ekonomi, perdagangan, kontraktual, dan berdasarkan perjanjian para pihak.
Metode penyelesaian sengketa yang digunakan di CIETAC adalah melalui
arbitrase dan mediasi secara online. Akan tetapi, sesuai dengan karakteristik
peraturan arbitrase di CIETAC pada umumnya, penyelenggaraan arbitrase
dikombinasikan dengan metode konsiliasi berdasarkan persetujuan para
pihak. Arbiter CIETAC dapat menghentikan upaya konsiliasi apabila para
pihak memintanya atau apabila arbiter menilai bahwa usaha konsiliasi tidak
akan menghasilkan kesepakatan. Apabila konsiliasi gagal, maka akan
dilanjutkan proses arbitrase.

110 Op, Cit., h. 83 — 85
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C. European Uniont!!

European Commission (EC) telah mengatur mengenai ODR dalam
Regulation (EU) No 524/2013 tentang Online Dispute Resolution for Consumer
Disputes pada tanggal 21 Mei 2013. Melalui ketentuan tersebut, EC mengatur
mengenai penyelesaian sengketa online terkait perdagangan antar negara yang
tergabung dalam Uni Eropa (EU). Hal-hal yang diatur antara lain:

a. Pembentukan platform ODR

b. Penilaian platform ODR

¢. Kontak ODR dan fungsinya

d. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa melalui ODR

e. Penyelesaian sengketa melalui ODR

f. Putusan ODR

g. Database

h. Akses dan kerahasiaan data para pihak

Sejak 15 Februari 2016, EU telah memiliki platform ODR yang dapat
diakses melalui alamat situs http://ec.europa.eu/odr. Prosedur penyelesaian
sengketa melalui platform ODR sebagai berikut:

a.

f.

Konsumen yang tidak merasa puas dengan suatu produk mengajukan
pengaduan ke pelaku usaha terkait untuk diselesaikan secara internal
(IDR)

Apabila masalah tidak selesai melalui IDR, konsumen dapat mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa melalui platform ODR.

Pelaku usaha mendapatkan informasi pengaduan dan harus
mengkonfirmasi dalam jangka waktu 10 hari

Pelaku usaha memilih lembaga penyelesaian sengketa lebih dahulu
sebelum konsumen. Pelaku usaha dan konsumen memiliki waktu 30 hari
untuk menyepakati lembaga penyelesaian sengketa.

Lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih memiliki waktu 90 hari
untuk menetapkan putusan.

Putusan diinformasikan kepada para pihak.

Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa secara online di Uni Eropa
wajib untuk menampilkan e-mail dan tautan ke platform ODR Uni Eropa. Dalam
hal pelaku usaha sudah memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang spesifik di
sektor terkait, maka pelaku usaha terkait juga harus menampikan tautan ke
lembaga penyelesaian sengketa terkait pada saat menyampaikan penawaran

Uiwww.ec.europa.eudiakses tanggal 26 Oktober 2019
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melalui e-mail dan memasukkan informasi tentang lembaga penyelesaian
sengketa terkait dalam kontrak dengan konsumen.

Hal yang harus diketahui dalam penyelesaian sengketa melalui ODR di EU
adalah sebagai berikut:
a. Keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum;
b. Pelaku Usaha dapat menolak pengaduan yang diajukan;
c. Pengaduan dapat diajukan oleh wakil yang bersengketa (pengacara,
penasehat hukum atau orang lain seperti keluarga, teman)

Persyaratan pengaduan/sengketa yang diterima oleh EU adalah:

a. Konsumen harus tinggal di EU
Pelaku Usaha harus didirikan di EU
Pengaduan konsumen tidak ditujukan kepada konsumen lain
Pengaduan hanya untuk pembelian barang dan jasa secara online
Pengaduan bukan mengenai pendidikan atau jasa kesehatan

® o 0T

Penulis berpendapat bahwa Penyelesaian Sengketa Daring (online dispute
resolution) adalah cabang penyelesain sengketa alternatif yang sesuai untuk Fintech
Peer to Peer Lending. Untuk mekanismenya sendiri yang paling cocok diterapkan di
Indonesia dapat berupa mediasi online dan arbitrase online. Mengingat, sistem APS
di Indonesia sudah menerapkan sistem tersebut sehingga hanya perlu penyesuaian
lebih lanjut dalam bentuk online. Juga, diperlukan peraturan perundang-undangan
dan Peraturan OJK lebih lanjut demi adanya kepastian hukum. Sehingga, untuk
pengaturan prosedur dari awal hingga eksekusi putusannya dapat memiliki aturan
yang jelas dan kekuatan hukum atas putusannya.



